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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana alasan penangkapan 

dalam penyidikan suatu perkara pidana dan 

bagaimana alasan penahanan dalam 

pemeriksaan suatu perkara pidana. Dengan 

menggunakan metode penelitian yuridis 

normative disimpulkan: 1. Alasan penangkapan 

dalam penyidikan perkara pidana adalah untuk 

kepentingan penyelidikan atau penyidikan yang 

dilakukan oleh penyidik atau penyelidik atas 

perintah penyidik terhadap seorang tersangka 

yang diduga keras melakukan tindak pidana 

berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu 

bukti permulaan untuk menduga adanya tindak 

pidana. 2. Alasan penahanan dalam 

pemeriksaan perkara pidana adalah alasan 

menurut hukum dan alasan menurut 

keperluan. Alasan menurut hukum ialah harus 

adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang 

cukup bahwa orang itu melakukan tindak 

pidana, dan bahwa ancaman pidana terhadap 

tindak pidana itu adalah lima tahun ke atas, 

atau tindak pidana tertentu yang ditentukan 

oleh undang-undang, meskipun ancaman 

pidananya kurang dari lima tahun. Alasan 

menurut hukum saja belum cukup untuk 

menahan seseorang karena di samping itu 

harus ada alasan menurut keperluan, yaitu 

adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau 

terdakwa akan melarikan diri, atau 

merusak/menghilangkan barang bukti atau 

akan mengulangi tindak pidana.  

Kata kunci: Penangkapan, penahanan, upaya 

paksa. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dasar-dasar perlindungan terhadap hak-hak 

asasi seseorang sudah lebih dulu diatur dalam 

Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 
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<�Z�l]u�v�Ç�vP�����µvÇ]� W�^d]��l� ��}��vP� iµ��

pun dapat dikenakan penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, pensitaan, selain 

atas perintah tertulis atas kekuasaan yang sah 

dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang 

diatur dengan undang-µv��vP_X 

Pada saat ini hal tersebut diatur dalam Pasal 

7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

<�lµ����v� <�Z�l]u�v�Ç�vP�����µvÇ]� W� ^�alam 

keadaan yang memaksa yakni apabila 

kepentingan masyarakat terganggu, 

berdasarkan kewenangannya yang berwajib 

dapat melakukan upaya paksa yang 

sesungguhnya mengurangi hak asasi 

����}��vP_X 

Undang-undang memberikan kewenangan 

kepada pejabat tertentu untuk melakukan 

pembatasan terhadap kebebasan dan 

kemerdekaan seseorang dalam berbagai 

bentuk kegiatan. Pembatasan kebebasan dari 

kemerdekaan ini ada yang bersifat sementara, 

adapula yang bersifat terhitung lama, 

bergantung pada bagaimana aturan hukum 

menentukan dan mengaturnya. Pembatasan 

kebebasan dan kemerdekaan ini merupakan 

suatu tindakan atau upaya paksa yang harus 

dilakukan dalam rangka mengikuti perintah 

undang-undang. KUHAP telah menentukan 

adanya beberapa tindakan atau upaya paksa 

yang dapat dilakukan sehubungan dengan 

terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 

seseorang. Berbagai upaya paksa tersebut 

adalah tindakan penangkapan, tindakan 

penahanan, tindakan penggeledahan, tindakan 

penyitaan dan tindakan pemeriksaan surat. 

Dari beberapa bentuk upaya paksa yang 

diatur dalam KUHAP tersebut di atas penulis 

tertarik untuk membahas tentang penangkapan 

dan penahanan. Penangkapan adalah suatu 

tindakan penyidik berupa pengekangan 

sementara waktu kebebasan tersangka atau 

terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna 

kepentingan penyidikan dan penuntutan dan 

atau peradilan serta menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini.
3
 Dengan demikian 

penangkapan hanya dapat dilakukan kepada 

tersangka atau terdakwa apabila terdapat 

cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau 

penuntutan dan atau peradilan yang harus 

                                                           
3
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dilakukan menurut cara yang diatur dalam 

KUHAP. 

Demikian juga dengan penahanan ada 

alasan yang harus dipenuhi untuk dapat 

dilakukan penahanan terhadap seorang 

tersangka atau terdakwa. Menurut Pasal 1 butir 

21 KUHAP, penahanan adalah penempatan 

tersangka atau terdakwa di tempat tertentu 

oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim 

dengan penetapannya, dalam hal serta 

menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini. Dengan demikian penahanan dapat 

dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan 

penyidikan oleh jaksa untuk kepentingan 

penuntutan dan oleh hakim untuk kepentingan 

pemeriksaan suatu perkara pidana di sidang 

pengadilan, yang harus dilakukan menurut cara 

yang diatur dalam KUHAP. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

telah mendorong penulis untuk menulis skripsi 

]v]� ��vP�v� iµ�µo� W� ^W�v�vPl���v� ��v�

Penahanan Sebagai Upaya Paksa Dalam 

W�u��]l���v�W��l����W]��v�_X 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah alasan penangkapan 

dalam penyidikan suatu perkara pidana? 

2. Bagaimanakah alasan penahanan dalam 

pemeriksaan suatu perkara pidana? 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai 

kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan 

digunakan metode penelitian kepustakaan 

(library research), yaitu dengan mempelajari 

kepustakaan hukum yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan, himpunan peraturan 

perundang-undangan, artikel-artikel hukum 

dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-

bahan yang telah dihimpun selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan metode analisa 

kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam 

bentuk karya ilmiah berupa skripsi.  

 

PEMBAHASAN 

A. Alasan Penangkapan Dalam Perkara Pidana 

Salah satu tindakan yang mungkin tidak bisa 

dihindarkan sebagai langkah permulaan dalam 

melakukan penyelidikan dan penyidikan 

ataupun mengadili ialah penangkapan. Oleh 

karena itu untuk kepentingan penyelidikan, 

penyidik atas perintah penyidik berwenang 

untuk melakukan penangkapan. Dalam 

melakukan penangkapan, penyelidik ataupun 

penyidik harus memiliki alasan yang kuat. 

Alasan penangkapan disebutkan dalam Pasal 17 

KUHAP, yaitu perintah penangkapan dilakukan 

terhadap seorang yang diduga keras melakukan 

tindak pidana berdasarkan bukti permulaan 

yang cukup. 

Dari ketentuan Pasal 17 KUHAP menurut 

pendapat penulis dapat dipahami bahwa alasan 

penangkapan yaitu : 

- Seseorang tersangka diduga keras 

melakukan tindak pidana, dan 

- Atas dugaan yang kuat tadi, harus 

berdasarkan bukti permulaan yang 

cukup. 

Pengertian bukti permulaan yang cukup 

menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP adalah 

bukti permulaan untuk menduga adanya tindak 

pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 dan 

Pasal 17 KUHAP ini menunjukkan bahwa 

perintah penangkapan tidak dapat dilakukan 

dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan 

kepada mereka yang betul-betul melakukan 

tindak pidana. 

Pada Lampiran Keputusan Menteri 

Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 

1983 tanggal 4 Februari 1982, Bidang 

Penyidikan, tercantum antara lain :
4
 

Undang-undang tidak memberikan 

��(]v]�]l��vP���]�v� ���� ]�µ� ^�µl�]�

W��uµo��v_X� <�����gaman penafsiran ini 

perlu guna menghindari terjadinya hal yang 

tidak kita inginkan. Sebab bisa terjadi 

sesuatu hal oleh penyidik dianggap sebagai 

bukti permulaan, tetapi oleh hakim 

praperadilan yang memeriksa sah tidaknya 

penangkapan, sesuatu itu bukan/belum 

dikategorikan sebagai bukti permulaan 

apalagi bukti permulaan yang cukup untuk 

menduga seseorang bahwa ialah pelakunya. 

Sebab apabila kekuatan hukum pembuktian 

dari alat bukti pada tahap penyidikan 

gradasinya akan dipersamakan dengan alat 

pembuktian pada tahap penuntutan dan 

pengadilan, besar kemungkinan penyidik 

akan mengalami kesulitan. Sehubungan 
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dengan hal tersebut, perlu diartikan bahwa 

KUHAP menyerahkan kepada praktik, 

dengan memberikan kelonggaran kepada 

penyidik untuk menilai berdasarkan 

kewajaran apakah sesuatu hal itu 

merupakan alat bukti permulaan atau 

bukan. 

 

Tetapi bila didasarkan pada kewajaran, 

apakah telah cukup menjamin bahwa perintah 

penangkapan tidak dapat dilakukan dengan 

sewenang-wenangnya, tetapi ditujukan kepada 

mereka yang betul-betul melakukan tindak 

pidana. 

Hal ini perlu dikaji lebih mendalam, karena 

jika berbicara dengan kewajaran, maka 

seyogianya tidak perlu ditangkap, cukup 

dilakukan pemanggilan dengan mencantumkan 

sanksi Pasal 216 KUHAP. Kecuali orang tersebut 

telah dipanggil tidak mau memenuhi panggilan 

bahkan melarikan diri misalnya, maka wajar jika 

dilakukan penangkapan. Sudah tiba saatnya 

semua aparat penegak hukum menjunjung 

harkat dan martabat manusia sebagai makhluk 

Tuhan yang mendambakan kehormatan agar 

dengan demikian bertumbuh dan berkembang 

pada diri sanubarinya perasaan malu. Malu 

berhadapan dengan aparat penegak hukum 

atau malu terlibat dengan suatu perkara, akan 

membawa dampak positif bagi tegaknya 

hukum, karena yang bersangkutan akan 

senantiasa menjaga dan mengendalikan 

perilakunya. 

Tujuan penangkapan ditentukan pula di 

dalam pasal 16 KUHAP, yakni untuk 

kepentingan penyelidikan atau untuk 

kepentingan penyidikan. Adapun untuk sahnya 

suatu penangkapan diperlukan syarat-syarat 

sebagai berikut :
5
 

a. Dengan menunjukkan surat tugas 

penangkapan yang dikeluarkan oleh 

penyidik atau penyidik pembantu. 

b. Dengan memberikan surat perintah 

penangkapan kepada tersangka yang 

mencantumkan identitas tersangka dan 

menyebutkan alasan penangkapan serta 

uraian singkat perkara kejahatan yang 

dipersangkakan serta tempat ia 

diperiksa. 

                                                           
5
 H. Rasti Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 27. 

c. Surat perintah penangkapan tersebut 

harus dikeluarkan oleh pejabat kepolisian 

negara Republik Indonesia yang 

berwenang dalam melakukan penyidikan 

di daerah hukumnya. 

d. Dengan menyerahkan tembusan surat 

perintah penangkapan itu kepada 

keluarga tersangka, segera setelah 

penangkapan dilakukan (Pasal 16 ayat (1) 

dan ayat (3) KUHAP). 

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan 

dilakukan tanpa surat perintah dengan 

ketentuan bahwa penangkap harus segera 

menyerahkan tertangkap beserta barang bukti 

yang ada kepada penyidik atau penyidik 

pembantu yang terdekat. 

Dari ketentuan Pasal 18 KUHAP, maka 

menurut penulis sebelum melaksanakan 

penangkapan, perlu dilakukan persiapan-

persiapan sebagai berikut : 

- Menerbitkan Surat Perintah 

Penangkapan 

- Menerbitkan Surat Perintah 

Penangkapan 

- Petugas menguasai data dan informasi 

mengenai sasaran penangkapan antara 

lain : 

�  Identitas lain slain yang ada pada 

Surat Perintah Penangkapan. 

�  Sifat dan kebiasaan orang yang akan 

ditangkap. 

�  Jumlah dan kegiatan persenjataan 

orang yang akan ditangkap dan 

kemungkinan adanya pihak tertentu 

yang membantu/melindunginya. 

- Keadaan dan suasana tempat orang yang 

akan ditangkap. 

- Disusun rencana penangkapan, 

pengepungan/penggerebegan 

- Melengkapi petugas dengan 

peralatan/sarana yang diperlukan, sesuai 

dengan penugasannya. 

Hari Sasangka menyatakan : 

a. Pelaksanaan tugas penangkapan 

dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dengan membawa: 

- Surat tugas. 

- Surat perintah penangkapan 

tersendiri dengan syarat-syarat: 

x Dikeluarkan sebelum 

penangkapan dilakukan 
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(penjelasan Pasal 16 ayat (1) 

KUHAP); 

x Dikeluarkan oleh pejabat 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang berwenang 

melakukan penyidikan di wilayah 

hukumnya. 

(penjelasan Pasal 18 ayat (1) KUHAP). 

b. Isi perintah penangkapan tersebut harus 

ada; 

- identitas tersangka; 

- alasan penangkapan; 

- uraian singkat perkara yang 

dipersangkakan; 

- tempat ia diperiksa. 

(Pasal 18 ayat (1) KUHAP). 

c. Surat perintah penangkapan harus 

diberikan pada tersangka dan tembusan 

pada keluarganya segera setelah 

penangkapan (Pasal 18 ayat (3) KUHAP). 

d. Dalam hal tertangkap tangan, 

penangkapan dilakukan dengan tanpa 

stirat perintah dengan catatan bahwa 

penangkap harus segera menyerahkan 

tertangkap beserta barang bukti kepada 

penyidik/penyidik pembantu terdekat 

(Pasal 18 ayat (2) KUHAP). 

 

Dari pendapat Hari Sasangka tersebut di 

atas, maka pelaksanaan tugas penangkapan 

dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dengan membawa surat 

tugas, surat perintah penangkapan tersendiri 

dengan syarat-syarat dikeluarkan sebelum 

penangkapan dilakukan (penjelasan Pasal 16 

ayat (1) KUHAP) dan dikeluarkan oleh pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

berwenang melakukan penyidikan di wilayah 

hukumnya (penjelasan Pasal 18 ayat (1) 

KUHAP). Isi perintah penangkapan tersebut 

harus ada identitas tersangka, alasan 

penangkapan, uraian singkat perkara yang 

dipersangkakan dan tempat ia diperiksa (Pasal 

18 ayat (1) KUHAP). Surat perintah 

penangkapan harus diberikan pada tersangka 

dan tembusan pada keluarganya segera setelah 

penangkapan (Pasal 18 ayat (3) KUHAP). Dalam 

hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan 

dengan tanpa stirat perintah dengan catatan 

bahwa penangkap harus segera menyerahkan 

tertangkap beserta barang bukti kepada 

penyidik/penyidik pembantu terdekat (Pasal 18 

ayat (2) KUHAP). 

Menurut penulis, sebaiknya penangkapan 

berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus 

ada salah satu dari alat bukti dalam Pasal 184 

KUHAP tersebut di atas. Permasalahan dalam 

alasan penangkapan karena Undang-Undang 

tidak memberikan definisi/pengertian apa itu 

"Bukti permulaan". Keseragaman penafsiran ini 

perlu guna menghindari terjadinya hal yang 

tidak kita inginkan. Sebab bisa terjadi sesuatu 

hal oleh penyidik dianggap sebagai bukti 

permulaan, tetapi oleh hakim pra peradilan 

yang memeriksa sah tidaknya penangkapan, 

sesuatu hal itu bukan/belum dikategorikan 

sebagai bukti permulaan apalagi bukti 

permulaan yang cukup untuk menduga 

seseorang bahwa ialah pelakunya. Sebab 

apabila kekuatan hukum pembuktian dari alat 

bukti pada tahap penyidikan gradasinya akan 

dipersamakan dengan alat pembuktian pada 

tahap penuntutan dan pengadilan, besar 

kemungkinan penyidikan akan mengalami 

hambatan. Sehubungan dengan hal tersebut 

perlu diartikan bahwa KUHAP menyerahkan 

kepada praktik, dengan memberikan 

kelonggaran kepada penyidik untuk menilai 

berdasarkan kewajaran apakah sesuatu hal itu 

merupakan alat bukti permulaan atau bukan. 

  

B.  Alasan Penahanan Dalam Perkara Pidana 

Secara langsung tidak ada ketentuan yang 

dapat menjelaskan yang menjadi tujuan 

penahanan. Akan tetapi, jika melihat isi dari 

Pasal 20 KUHAP dapat memberikan petunjuk 

bahwa tujuan penahanan, yakni untuk ke-

pentingan penyidikan, kepentingan 

penuntutan, dan kepentingan pemeriksaan 

hakim. 

Adapun mengenai alasan penahanan dalam 

berbagai literatur sering dibagi menjadi dua 

bagian, yakni :
6
  

a. Alasan objektif 

Disebutkan sebagai alasan objektif 

karena undang-undang sendiri yang 

menentukan tindak pidana mana yang 

akan dikenakan penahanan. Yang 

termasuk alasan objektif adalah 

                                                           
 

6
 Ibid, hal. 29-30. 
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sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 

ayat (4) KUHAP, yaitu: 

- Perbuatan pidana yang diancam 

dengan pidana penjara lima tahun 

atau lebih dan perbuatan pidana 

sebagaimana diatur dalam Pasal 282 

ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), 

Pasal 331 ayat (1), Pasal 2353 ayat (1), 

Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 huruf 

a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 459, 

Pasal 480, dan Pasal 506 KUHP, Pasal 

25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie 

(pelanggaran terhadap ordonansi bea 

dan cukai, terakhir diubah dengan 

Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), 

Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-

Undang Tindak Pidana Imigrasi 

(Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 

1955, Lembaran Negara Tahun 1955 

Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, 

Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 

48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1976 tentang Narkotika (Lembaran 

Negara Tahun 1976 Nomor 37, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3086). 

b. Alasan subjektif 

Yang dimaksud dengan alasan subjektif 

adalah alasan yang muncul dari penilaian 

subjektif pejabat yang menitikberatkan 

pada keadaan atau keperluan penahanan 

itu sendiri. Adapun yang termasuk alasan 

subjektif ini ditentukan dalam Pasal 21 

ayat (1) KUHAP, yaitu : 

- Adanya dugaan keras bahwa 

tersangka atau terdakwa melakukan 

tindak pidana berdasarkan bukti yang 

cukup; 

- Adanya keadaan yang menimbulkan 

kekhawatiran bahwa tersangka 

terdakwa akan melarikan diri; dan 

- Adanya kekhawatiran tersangka atau 

terdakwa merusak atau 

menghilangkan barang bukti dan atau 

mengurangi tindak pidana. 

 

Perintah penahanan atau penahanan 

lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka 

atau terdakwa yang diduga keras melakukan 

tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, 

dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan 

kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa 

akan meiarikan diri, merusak atau 

menghilangkan barang bukti dan atau 

mengulangi tindak pidana. Penahanan tersebut 

hanya dapat dikenakan terhadap tersangka 

atau terdakwa yang melakukan tindak pidana 

dan atau' percobaan maupun pemberian 

bantuan dalam tindak pidana yang ditentukan 

dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Moeljatno 

membagi alasan/syarat penahanan menjadi 

dua macam :
7
 

1. Syarat obyektif, yaitu karena syarat 

tersebut dapat diuji ada atau tidaknya 

oleh orang lain; 

2. Syarat subyektif, yaitu karena hanya 

tergantung pada orang yang 

memerintahkan penahanan tadi apakah 

syarat itu ada atau tidak. 

Apabila pembagian tersebut di atas 

dihubungkan dengan syarat penahanan 

yang ada di dalam KUHAP, maka yang 

dimaksud dengan syarat subyektif 

penahanan adalah Pasal 21 ayat (1) yakni 

adanya keadaan yang menimbulkan 

kekhawatiran bahwa tersangka atau 

terdakwa akan: 

- Melarikan diri; 

- Merusak atau menghilangkan barang 

bukti; 

- Mengulangi tindak pidana. 

Sedangkan untuk syarat obyektif 

penahanan tercantum dalam Pasal 21 

ayat (4) KUHAP yakni tersangka atau 

terdakwa yang melakukan tindak pidana 

dan atau percobaan maupun pemberian 

bantuan dalam tindak pidana. 

 

Menurut R. Atang Kamihardjo, alasan yang 

terpenting dalam penahanan yang diatur dalam 

KUHAP, dapat dibagi dalam 2 hal, yaitu :
8
 

I.  Gronden van rechtmatigheid (Dasar yang 

merupakan landasan hukumnya) yang 

menjadi syarat mutlak, ialah : 

1. Adanya dugaan keras berdasarkan 

bukti yang cukup bahwa orang itu 

melakukan tindak pidana (Pasal 21 

ayat (1) KUHAP). 

                                                           
7
 Moeljatno, Hukum Acara Pidana, Tanpa Penerbit, Tahun 

1984, hal. 25. 
8
 R. Atang Ranoemihardja, Hukum Acara Pidana, Tarsito, 

Bandung, 1983, hal. 41-42. 
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2. Dengan surat perintah penaanan atau 

penahanan lanjutan yang diberikan 

oleh penyidik atau penuntut umum 

atau dengan penetapan hakim, yang 

mencantumkan identitas 

tersangka/terdakwa, alasan   

penahanan serta uraian singkat 

perkara kejahatan yang 

dipersangkakan-didakwakan dan 

tempat ia ditahan: tembusan surat 

perintah penahanan/penahanan 

lanjutan atau penetapan hakim harus 

diberikan kepada keluarganya (Pasal 

21 ayat (2) dan (3) KUHAP). 

3. Penahanan hanya dapat dikenakan 

terhadap tersangka/terdakwa yang 

melakukan tindak pidana atau 

percobaan maupun pemberian 

bantuan dalam hal : 

a. tindak pidana itu diancam dengan 

pidana penjara 5 tahun atau lebih. 

b. tindak pidana tertentu seperti 

yang tercantum dalam Pasal 21 

ayat (4) huruf b KUHAP. 

II.  Gronden van noodzakelijkheid (Dasar 

untuk kepentingan yang mendesak) yang 

merupakan syarat alternative yaitu 

dikhawatirkan tersangka/terdakwa akan : 

1. melarikan diri: 

2. merusak atau mengliilangkan barang 

bukti: 

3. mengulangi tindak pidana:  

 (pasal 21 ayat 1 KUIIAP). 

Dari  uraian di atas menurut penulis, alasan 

untuk melakukan penahanan terhadap seorang 

tersangka atau terdakwa harus ada alasan 

menurut hukum dan  alasan menurut 

keperluan. Alasan menurut hukum ialah harus 

adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang 

cukup bahwa orang itu melakukan tindak 

pidana, dan bahwa ancaman pidananya 

terhadap tindak pidana itu adalah lima tahun ke 

atas atau tindak pidana tertentu yang 

ditentukan oleh undang-undang, meskipun 

ancaman pidananya kurang dari lima tahun. 

Namun alasan menurut hukum saja bukan 

saja belum cukup untuk menahan seseorang 

karena di samping itu harus ada alasan 

menurut keperluan, yaitu adanya kekhawatiran 

bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan 

diri atau merusak/menghilangkan barang bukti, 

atau akan mengulangi tindak pidana. 

Sifat dari alasan menurut keperluan adalah 

alternatif berarti cukup apabila terdapat salah 

satu hal daripada ketiga syarat-syarat tersebut. 

Menurut Hari Sasangka sebenarnya dalam 

praktik alasan menurut keperluan tidak hanya 

terbatas sebagaimana tersebut di atas saja. 

Alasan penahanan menurut keperluan misalnya 

sangat dibutuhkan terhadap :
9
 

- Seorang tersangka yang tidak 

mempunyai tempat tinggal tidak tetap 

(T-4). 

- Seorang tersangka telah mengancam 

seorang saksi. 

Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk melakukan penahanan adalah :
10

 

a. Penyidik 

b. Penuntut Umum 

c. Hakim Pengadilan Negeri 

d. Hakim Pengadilan Tinggi 

e. Hakim Mahkamah Agung 

Penyidik mempunyai wewenang melakukan 

penahanan tertiadap tersangka dengan lama 

masa penahanan dua puluh hari. Jika masa 

penahanan ini telah habis sementara 

pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang 

oleh penuntut umum selama empat puluh hari 

sehingga kewenangan penyidik melakukan 

penahanan adalah selama enam puluh hari. 

Dalam hal ini, tidak menutup ke-mungkinan 

tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum 

berakhir waktu penahanan tersebut jika 

kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. 

Demikian pula penyidik harus sudah 

mengeluarkan tersangka dari tahanan demi 

hukum jika masa tahanan tersebut telah habis 

meskipun pemeriksaan terhadap diri tersangka 

belum selesai (Pasal 24 KUHAP). 

Penuntut umum berwenang melakukan 

penahanan terhadap tersangka dengan masa 

penahanan dua puluh hari. Kewenangan ini 

masih dapat dimintakan perpanjangai kepada 

ketua pengadilan negeri jika diperlukan guna 

kepentingan pemeriksaan yang belum selesai. 

Ketua pengadilan dapat memberikan 

perpanjangan selama tiga puluh hari. Dengan 

perpanjangan tersebut berarti keseluruhan 

lamanya masa penahanan yang merupakan 

kewenangan penuntut umum untuk menahan 

                                                           
9
 Hari Sasangka, Op-cit, hal. 116. 

10
 H. Rusly Muhammad, Op-cit, hal. 30-32. 
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tersangka adalah berjumlah lima puluh hari. 

Seperti halnya dengan penyidik, penuntut 

umum harus segera mengeluarkan tersangka 

dari tahanan jika masa penahanan telah habis 

sekalipun pemeriksaan belum selesai (Pasal 25 

KUHAP). 

Kewenangan penahanan dapat juga 

diberikan kepada hakim pengadilan negeri 

dengan lama masa penahanan tiga puluh hari. 

Jangka waktu tiga puluh hari apabila diperlukan 

guna kepentingan pemeriksaan yang belum 

selesai, dapat diperpanjang oleh ketua 

pengadilan negeri yang bersangkutan paling 

lama enam puluh hari. Dengan demikian, hakim 

pengadilan negeri berhak menahan terdakwa 

selama sembilan puluh hari. Tidak menutup 

kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari 

tahanan sebelum berakhirnya masa penahanan 

tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah 

terpenuhi. Demikian pula jika masa penahanan 

telah habis, hakim harus segera mengeluarkan 

terdakwa dari tahanan sekalipun pemeriksaan 

belum selesai (Pasal 26). 

Sebagai pejabat yang diberi wewenang 

untuk melakukan penahanan guna kepentingan 

pemeriksaan banding, hakim pengadilan tinggi 

berwenang menahan seseorang selama tiga 

puluh hari. Apabila diperlukan guna 

pemeriksaan yang belum selesai, dapat 

diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang 

bersangkutan paling fama enam puluh hari. 

Dengan demikian, keseluruhan lama masa 

penahanan yang dapat diberikan oleh hakim 

pengadilan tinggi berjumlah sembilan puluh 

hari. Sekalipun berwenang menahan selama 

Sembilan puluh hari, tidak menutup 

kemungkinan terdakwa dapat dikeluarkan dari 

tahanan sebelum masa penahanan itu selesai 

jika ternyata pemeriksaan dianggap cukup. 

Demikian pula jika masa penahanan sembilan 

puluh hari itu telah habis, hakim pengadilan 

tinggi harus segera mengeluarkan terdakwa 

dari tahanan sekalipun pemeriksaan belum 

selesai dilakukan (Pasal 27). 

Guna' pemeriksaan perkara kasasi, hakim 

Mahkamah Agung diberi wewenang menahan 

seseorang terdakwa paling lama lima puluh 

hari. Jika kepentingan pemeriksaan belum 

selesai, dapat diperpanjang oleh ketua 

Mahkamah Agung selama enam puluh hari. 

Dengan demikian, keseluruhan masa 

penahanan yang diberikan kepada hakim 

Mahkamah Agung adalah 110 hari. 

Sebagaimana pejabat-pejabat lainnya, 

sekalipun masa penahanan ini belum habis, jika 

pemeriksaan sudah selesai dilakukan, hakim 

Mahkamah Agung dapat mengeluarkan 

terdakwa dari tahanan. Demikian pula jika 

masa penahanan sudah habis namun peme-

riksaan belum selesai dilakukan, hakim 

Mahkamah Agung harus segera mengeluarkan 

terdakwa dari tahanan demi hukum (Pasal 28 

KUHAP). 

  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Alasan penangkapan dalam penyidikan 

perkara pidana adalah untuk 

kepentingan penyelidikan atau 

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik 

atau penyelidik atas perintah penyidik 

terhadap seorang tersangka yang diduga 

keras melakukan tindak pidana 

berdasarkan bukti permulaan yang cukup 

yaitu bukti permulaan untuk menduga 

adanya tindak pidana. 

2. Alasan penahanan dalam pemeriksaan 

perkara pidana adalah alasan menurut 

hukum dan alasan menurut keperluan. 

Alasan menurut hukum ialah harus 

adanya dugaan keras berdasarkan bukti 

yang cukup bahwa orang itu melakukan 

tindak pidana, dan bahwa ancaman 

pidana terhadap tindak pidana itu adalah 

lima tahun ke atas, atau tindak pidana 

tertentu yang ditentukan oleh undang-

undang, meskipun ancaman pidananya 

kurang dari lima tahun. Alasan menurut 

hukum saja belum cukup untuk menahan 

seseorang karena di samping itu harus 

ada alasan menurut keperluan, yaitu 

adanya kekhawatiran bahwa tersangka 

atau terdakwa akan melarikan diri, atau 

merusak/menghilangkan barang bukti 

atau akan mengulangi tindak pidana.  

 

B. Saran 

1. Seyogianya dalam melakukan 

penangkapan penyidik, penyidik 

pembantu dan penyelidik atas perintah 

penyidik tidak melakukan secara semena-

mena agar tidak terjadi pelanggaran 
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terhadap hak asasi manusia dan tuntutan 

terhadap petugas yang telah salah 

melakukan tugasnya oleh orang-orang 

yang menderita akibat kesalahan 

tersebut. Oleh karena itu perintah 

penangkapan harus betul-betul ditujukan 

kepada orang yang melakukan tindak 

pidana dengan menyerahkan surat 

perintah penangkapan kepada tersangka, 

yang memuat identitas (nama lengkap, 

umur, pekerjaan, agama). Alasan 

penangkapan atas diri tersangka dan 

uraian singkat perkara kejahatan yang 

dipersangkakan, serta tempat tersangka 

diperiksa dan menyerahkan surat 

perintah penangkapan kepada keluarga 

tersangka. Dalam hal tertangkap tangan, 

penangkapan dapat dilakukan tanpa 

surat perintah penangkapan. 

2. Seyogianya penahanan terhadap 

tersangka atau terdakwa sekalipun telah 

memenuhi alasan menurut hukum 

maupun alasan menurut keperluan, 

tetapi juga harus mempertimbangkan 

hak asasi manusia sehingga terhadap 

tersangka atau terdakwa yang 

koorporatif dalam rangka mendukung 

kelancaran pemeriksaan dan yang 

merupakan tulang punggung keluarga 

dapat diberikan penangguhan 

penahanan.  
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